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SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
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TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM
YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan
usaha bank, diperlukan peningkatan penyediaan
layanan perbankan kepada suatu segmen nasabah
dengan keistimewaan tertentu,;

bahwa dalam praktik penyediaan layanan perbankan
kepada suatu segmen nasabah dengan keistimewaan
tertentu terdapat potensi meningkatnya profil risiko
industri perbankan;

bahwa dengan terdapatnya potensi peningkatan risiko,
perlu diupayakan oleh industri perbankan untuk
memitigasi risiko yang diakibatkan oleh praktik
penyediaan layanan perbankan kepada suatu segmen
nasabah dengan keistimewaan tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank

Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima;



Mengingat

Menetapkan
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM
YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan
di luar negeri, dan bank umum syariah serta unit
usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
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Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi
kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan
Bank wuntuk dapat memperoleh layanan atau
menggunakan fasilitas Bank dengan keistimewaan
tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada
umumnya.

Layanan Nasabah Prima yang selanjutnya disebut LNP
adalah bagian dari kegiatan usaha Bank dalam
menyediakan layanan terkait produk dan/atau
aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah

Prima.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MELAKUKAN

(3)

(4)

(5)

LAYANAN NASABAH PRIMA

Pasal 2

Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi
kriteria sebagai aktivitas baru, wajib memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan
tertulis sebagai acuan.
Kebijakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan
komisaris.
Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a. persyaratan Nasabah Prima;
b. ruang lingkup produk dan/atau aktivitas Bank;
c. cakupan keistimewaan LNP; dan
d. nama layanan (brand name) dan pengelompokan

Nasabah Prima.
Bank dalam menetapkan pengelompokan Nasabah
Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,
harus secara jelas membedakan keistimewaan layanan

untuk setiap kelompok Nasabah Prima.



(2)

(3)

Pasal 3

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara

umum dalam pelaksanaan LNP.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko pada aspek:

a. pendukung keistimewaan layanan; dan

b. transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah.

Penerapan manajemen risiko pada aspek pendukung

keistimewaan layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

a. ketersediaan sumber daya manusia yang memadai
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas
LNP;

b. prosedur tertulis kegiatan LNP yang mengacu
pada ketentuan yang mengatur mengenai
penerapan manajemen risiko dan ketentuan yang
mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

c. kesesuaian spesifikasi, karakteristik, dan risiko
dari produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan
dengan karakteristik dan profil Nasabah Prima;
dan

d. ketersediaan teknologi informasi yang memadai.

Penerapan manajemen risiko pada aspek transparansi,

edukasi, dan perlindungan nasabah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit
mencakup:

a. spesifikasi LNP;

b. kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah
Prima;

c. mekanisme untuk memastikan kewenangan
pelaku transaksi; dan

d. penyampaian informasi kepada Nasabah Prima
mengenai posisi atau eksposur masing-masing

Nasabah Prima secara berkala.



Pasal 4

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat

terkait transaksi keuangan dan aktivitas Nasabah Prima

dalam LNP.
BAB III
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN
Pasal 5
(1) Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi

(2)

kriteria sebagai aktivitas baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

a.

bagi bank umum konvensional, menyampaikan
laporan rencana penerbitan produk atau
pelaksanaan aktivitas baru yang mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
atau

bagi bank umum = syariah, mengajukan
permohonan persetujuan penerbitan produk
dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang
mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank yang melakukan LNP yang memenuhi kriteria

sebagai aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) wajib:

a.

bagi bank umum konvensional, menyampaikan
laporan realisasi penerbitan produk atau
pelaksanaan aktivitas baru yang mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
atau

bagi bank umum syariah, menyampaikan laporan
realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan

aktivitas baru yang mengacu pada Peraturan



-6 -

Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk dan
Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

(1) Bank yang melanggar Lketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi

administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha dan

Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1),

Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenakan

sanksi administratif, berupa:

a
b.

o

Q.

teguran tertulis;

penurunan tingkat kesehatan Bank;

pembekuan kegiatan usaha tertentu;
pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank,
dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-
pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam
penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam
catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau

pemberhentian pengurus Bank.

Pasal 7

Bank yang melanggar ketentuan yang terkait dengan

transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana

diatur dalam Peraturan mengenai Transparansi Informasi

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 8

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Bank yang melanggar kewajiban

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dan Pasal 5 ayat (2) diatur:

a. bagi bank umum konvensional dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum; atau

b. bagi bank umum syariah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Penyusunan kebijakan LNP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dan penerapan manajemen risiko dalam
kegiatan LNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling
sedikit mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen
Risiko pada Bank Umum yang Melakukan LNP, yang
merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP

tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen
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Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan

Nasabah Prima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 288

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 57 /POJK.03/2016
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK UMUM
YANG MELAKUKAN LAYANAN NASABAH PRIMA

UMUM

Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha di industri
perbankan, mendorong Bank untuk mengembangkan inovasi layanan
dalam menyediakan produk dan/atau aktivitas yang disesuaikan
dengan kebutuhan nasabah, khususnya suatu segmen nasabah
tertentu yang menginginkan Bank dapat memberikan layanan
perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan
keistimewaan tertentu.

Selama ini upaya Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah
segmen tertentu berpotensi meningkatkan profil risiko perbankan,
khususnya risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur secara bank wide antara
lain mengenai penerapan manajemen risiko, APU dan PPT, transparansi
informasi produk Bank, serta penggunaan data pribadi nasabah sebagai
acuan standar minimal bagi Bank dalam memberikan layanan kepada
nasabahnya.

Mengingat terdapat potensi risiko sebagaimana dikemukakan
di atas maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk memitigasi
risiko antara lain dengan cara merumuskan suatu standar minimal
sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen

risiko pada aspek tertentu.
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Standar minimal dimaksud antara lain didasarkan pada ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan
manajemen risiko, dan memperhatikan pengaturan mengenai APU dan
PPT, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi
nasabah, serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Melalui penerapan manajemen risiko, Bank diharapkan dapat
mengukur risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi dalam
praktik penyediaan layanan perbankan dengan keistimewaan tertentu

kepada suatu segmen nasabah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria
sebagai aktivitas baru mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan
jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan/atau
produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha
syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a

Persyaratan Nasabah Prima berupa kriteria atau
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah
untuk dapat diperlakukan sebagai Nasabah Prima.

Huruf b
Dalam menetapkan ruang lingkup produk dan/atau
aktivitas yang ditawarkan dalam LNP, Bank

memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
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ketentuan lain yang mengatur mengenai produk
dan/atau aktivitas Bank.

Huruf c
Cakupan keistimewaan LNP meliputi layanan keuangan
dan/atau non keuangan.
Penetapan cakupan keistimewaan LNP memperhatikan
kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan ketentuan lain yang terkait.

Huruf d
Dalam melakukan LNP, Bank menetapkan nama layanan
(brand name) tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Penerapan manajemen risiko secara umum mengacu pada
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan
yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi
bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari
sisi kualitas dan sisi kuantitas, dengan memperhatikan
paling sedikit:
1. penetapan persyaratan dan kualifikasi untuk
jabatan tertentu dalam melakukan LNP;
2. penetapan wewenang dan tanggung jawab yang
jelas;
penerapan prinsip know your employee;

sistem remunerasi yang jelas dan transparan;
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5. kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan
manajemen sumber daya manusia antara lain
rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan cuti; dan/atau

6. kebijakan evaluasi secara berkala.

Huruf b

Prosedur tertulis kegiatan LNP mencakup setiap produk
dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah
Prima.

Penetapan prosedur khusus pada LNP harus memenuhi
ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen
risiko terutama pada aspek pengendalian intern dan

ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Teknologi informasi yang memadai antara lain dapat
menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif
dalam melakukan LNP baik untuk kepentingan Bank
maupun Nasabah Prima serta memastikan keamanan

data dan informasi yang ada.

Ayat (4)
Huruf a

Spesifikasi LNP antara lain mencakup:

1. nama LNP;

2. masing-masing kelompok Nasabah Prima dalam LNP
dan kriterianya beserta cakupan keistimewaan
layanan yang diberikan; dan

3. karakteristik, termasuk risiko dari produk dan/atau
aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah Prima.

Huruf b

Kesepakatan tertulis paling sedikit memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak, serta tata cara

penyelesaian apabila terjadi perselisihan.



Huruf c
Mekanisme dimaksud bertujuan untuk memastikan
bahwa transaksi dilakukan oleh Nasabah Prima atau
kuasa yang mewakili Nasabah Prima sesuai kesepakatan
tertulis dengan Nasabah Prima.

Huruf d
Penyampaian informasi kepada Nasabah Prima mengenai
posisi atau eksposur masing-masing Nasabah Prima
didasarkan pada kesepakatan tertulis dengan Nasabah

Prima.

Pasal 4
Data yang wajib ditatausahakan paling sedikit meliputi:
1. jumlah nasabah;
2. volume produk yang dijual;
3. kantor yang memberikan layanan; dan
4. informasi terkait lainnya yang selalu dikinikan secara berkala.
Penatausahaan dilakukan antara lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen
perusahaan, ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT,

serta kebijakan dan prosedur intern Bank.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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